
BUPATI SUMBAWA BARAT

PROVINSI NUSATENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SU MBAWABARAT

NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

KERINGANAN KETETAPAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUM1 DAN

BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong percepatan pemulihan

ekonomi dan sebagai upaya pengendalian inflasi daeral+

serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten

Sumbawa Barat, diperlukan kebijakan strategis yang

dapat mengurangi beban hidup masyarakat;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturari

Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun

2012 tentang Pajak Bumi danBangunan Perdesaan dan

Perkotaan, Bupati dapat memberikan keringanan pajak

kepada Wajib Pajak yang obyek pajaknya berada di

wilayah Kabupaten Sumbawa Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Keringanan

Ketetapan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunari

Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan UmumdanTata Cara Pcrpajakan (Lembarari

Negara Republik lndonesia Tahun 1983 Nomor 49,

Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 3262) sebagaimana

telah beberapa kali din bah terakhir dengan Peraturari

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor2 Tahun



2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang

Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4189);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi

Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4340);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemeriritahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahtin 20 14 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 558’7)

sebagaimaria telah diubaFr beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2022

Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,Tambahan Lembaran

Ncgara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang

Ketentuan Umum danTata Cara Pemungutan Pajak

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Ncgara

Republik Indonesia Nomor 5950);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaari Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan

lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemeríntah Nomor 50 Tahun 2022 tentang
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Menetapkan .

Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban

Perpajakan (Lembaran Negara Republik lridonesia

Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 6834};

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor

11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten

Sumbawa Barat Tahun 2012 Nomor 11,Tambahan

Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11);

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG KERINGANAN

KETETAPAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN

BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

l. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintaharl

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3 Bupati adalah Bupati Surnbawa Barat.

4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaari adalah pajak atas

bumi dan/atau yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh

orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk

kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

6. Nilai Jua1 Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJO P, adalah harga

rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara

wajar, atau bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan



melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atan nilai

perolehan bam, atan NJOP pengganti.

7. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan

pajak.

8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,

pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan

kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undarıgan di

bidang perpajakan.

9. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu eaat,

dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah.

10. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah

surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak

terutang.

Pasal2

Maksud Keringanan Ketetapan Pajak Terutang PBB P-2 yaitu dalam rangka

merıgurangi beban hidup masyarakat akibat pandemi Covid 19 sebagai

upaya pengendalian indasi daerah.

Pasal3

Keringanan Ketetapan Pajak Terutang bertujuan, sebagai berikut:

a. mengurangi beban hidup masyarakat;

b. memberikan keringanan kepada Wajib Pajak guna mendorong

pemulihan dan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi Covid-19;

c. sebagai upaya pengendalian inflasi daerah.

BAB II

SASARAN

Pasal4

Keringanan Ketetapan Pajak Terutang PBB P-2 berupa keringanan yang

diberikan kepada Wajib Pajak sebesar 100% (seratuR persen) untuk nilai

Objek Pajak sampai dengan Rp. 100.000,00- (seratus ribu rupiah) dari

Ketetapan Pokok PBB P-2untukTahun Pajak 2023.
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BAB II1

JANGHA WA I?TU PELA1\SANAAN

Pasal5

Waktu pelaksanaan lierınganan lietetapan Pajak Terutang sebagaimana

cl'maksud dalam Pasal4 ırulai dari tanggal 1 0 ann ari 2023 saıcpai Clengan

3 1 Desember 2023.

BAE IV

TE IINIS PELAI SAN.WAN

PasalG

her ila gan az I\etetapan Pajak Terutang PB £? P2 dilaksana1‹an derıgan

l‹etenta an sebagai ber11‹ut:

a. Kerin ganan Iletetapan Pajal‹ Teı‘utang PBB P-2 sebagaimana

dirnaksud dalam Pasal4 diberikan l‹epacla Wajib Pajak sebesarl 00"û›

(seratus per sen) daı‘ı ketetapan po1‹ok PBB P-2 tahun pajak 2023.

b. Ileringanan I£etetapan Pajal‹ TC1‘UtahQ PBB P-2 sebagaimaıaa

dimaksud padah cıruf a dibeı‘ikaıa kepada Wajib Pajak atas Objek

Pajal‹ den gan Ketetapau Pajak Teıutang PBB P-2 sam pai clengan

Rp. 100.000,00- (seı‘atus ribu rupiala).

c. Keringanan lîetetapan Pajak Terutang PBB P-2 sebagaimana

dimaksud paula huı uf b. diberikmu han›a nutuk tahu n pajaL 2023.

Pasal7

ölenugasl‹an Kepada Bak au Pendapatan Daerah KalupatenS umba› a Barat

untrık melaksanakan. mengoordinasikaıs dan men gevaluasi pelaksanaan

Peraturan Bu pati ini.



BAB V

ItETENTUAN PENUTUP

Pasal6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

.Agar setiap orang dapat mengetaliuin5 a, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Sumbawa Barat.

Diundangkan diTaliwang

pada tanggal 12 Ap ri1 2023

Ditetapkan diTaliwang
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